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Abstract: Digital transformation has become a strategic necessity in 

modern public administration, not merely as a technological 

innovation but also as an instrument of governance reform. Batu City, 

with its tourism- and agriculture-based economy, faces diverse and 

complex demands for public services. The local government has 

responded by developing several applications, such as Lapor Batu, 

Among Batu, e-Puskesmas, and Batu Among Tani Teknologi (BATT). 

Nevertheless, the implementation of these digital services remains 

constrained by limited ICT infrastructure, low levels of digital literacy, 

weak inter-agency system integration, and inadequate bureaucratic 

capacity. This study aims to describe the implementation of digital 

transformation in Batu City and to analyze its contribution to the 

realization of adaptive and responsive governance. The research 

employs a qualitative descriptive approach using literature review and 

document analysis, with data drawn from government policy 

documents, SPBE reports, scholarly publications, and national surveys. 

The findings reveal that digital innovations in Batu City have expanded 

into the areas of complaints management, licensing, healthcare, 

education, and cultural services, yet they remain at an early stage with 

limited effectiveness. The conclusion highlights that digital 

transformation in Batu City holds potential as a foundation for 

adaptive and responsive governance, but requires stronger system 

integration, institutional capacity, and citizen participation to achieve 

inclusive and sustainable benefits. 

 

Keywords: Digital Transformation, Public Service, Adaptive Governance, 

Responsive Governance.  
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Pendahuluan  

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mendorong 

perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia 

(Andersson, 2022). Digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai adopsi teknologi informasi, 

tetapi juga sebagai proses rekonstruksi sistem pelayanan publik dari model birokrasi 

tradisional yang lambat, berbelit, dan minim transparansi menuju sistem pelayanan yang 

lebih efisien, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara(Mergel et al., 2019). 

Di Indonesia, transformasi digital dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan 

efektivitas birokrasi sekaligus mendorong perubahan budaya organisasi pemerintahan agar 

lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat(Cahyono, 2023). 

Sebagai langkah strategis dalam mendorong transformasi digital, Pemerintah 

Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi dasar hukum integrasi layanan 

publik secara nasional.(Kementerian PANRB, 2018) SPBE menekankan pentingnya 

interoperabilitas data antar-instansi guna mengurangi duplikasi layanan dan mempercepat 

pengambilan keputusan berbasis data(Kencono, 2019). Selain itu, penerapan SPBE juga 

dipandang sebagai strategi untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) yang transparan, akuntabel, dan partisipatif(Mountasser & Abdellatif, 

2023). 

Kota Batu, sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Timur dengan karakteristik 

ekonomi berbasis pariwisata dan pertanian, turut terdorong melakukan transformasi digital 

dalam penyelenggaraan layanan publik (Diskominfo Kota Batu, 2023). Pemerintah Kota Batu 

meluncurkan Lapor Batu, sebuah aplikasi pengaduan masyarakat yang dirancang untuk 

meningkatkan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan (SP4N-LAPOR! 

Kemenag Kota Batu, 2022). Selain itu, inovasi layanan digital dikembangkan melalui Batu 

Smart City App (Among Batu) yang mengintegrasikan layanan perizinan, perpajakan, 

pertanian, dan informasi publik dalam satu platform daring (Mufarrihah, 2022; Repository 

UB, 2019). 
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Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sejak September 2024 Pemerintah Kota 

Batu meluncurkan aplikasi Among Batu sebagai bagian dari Mal Pelayanan Publik (MPP) 

Digital. Aplikasi ini menyediakan 8 layanan administrasi kependudukan dan 28 layanan izin 

tenaga kesehatan yang dapat diakses secara daring (Harian Bhirawa, 2024; Radar 

Batu/Jawapos, 2024). Studi (Mutakin, 2024) menegaskan bahwa kualitas pelayanan melalui 

aplikasi Among Batu mendukung terwujudnya smart city dengan meningkatkan kecepatan 

layanan dan efisiensi birokrasi. Tidak hanya itu, transformasi digital juga menyentuh sektor 

lingkungan, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu meluncurkan aplikasi Awas E 

untuk pelaporan permasalahan lingkungan secara partisipatif (DLH Kota Batu, 2025). 

Selain layanan pemerintahan, transformasi digital di Kota Batu juga berkembang pada 

sektor ekonomi, pendidikan, dan budaya. (Sihidi et al., 2021) mencatat bahwa program smart 

city Among Tani Technology (BATT) efektif mendorong keterlibatan warga dalam 

pembangunan kota. Di sektor ekonomi, penelitian (Arvianti et al., 2022) menunjukkan bahwa 

petani milenial di Kota Batu memanfaatkan digital marketing untuk memperluas akses pasar 

produk pertanian. Pada sektor pendidikan, Kota Batu ditunjuk sebagai kandidat sekolah 

rujukan transformasi digital bersama Google Indonesia dengan capaian aktivasi akun 

belajar.id sebesar 56,05% serta peningkatan jumlah guru yang memperoleh sertifikasi Google 

Certified Educator (Pikiran Rakyat Malang Raya, 2024). Di bidang budaya, Perpustakaan 

Kota Batu menerapkan sistem manajemen berbasis digital yang memungkinkan pemustaka 

melakukan reservasi dan perpanjangan pinjam buku secara daring (Alfajrin et al., 2025; 

Perpustakaan Kota Batu, 2025). 

Meskipun berbagai inisiatif digital telah diluncurkan, efektivitas layanan publik 

berbasis teknologi di Kota Batu belum sepenuhnya optimal (Mutakin, 2024). Penelitian 

terhadap aplikasi Among Warga menunjukkan bahwa tingkat adopsi dan frekuensi 

penggunaan masih rendah akibat keterbatasan sosialisasi serta kendala teknis (Mufarrihah, 

2022). Studi lain mengenai platform BATT mengungkap bahwa ekspektasi masyarakat 

terhadap kualitas layanan publik digital masih belum terpenuhi secara menyeluruh 
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(Rahmawati & Rahayu, 2021). Di lingkungan Kementerian Agama Kota Batu, penerapan 

aplikasi SRIKANDI dan RELIGI juga menghadapi sejumlah kendala teknis yang 

menghambat efektivitasnya (Fitriyah, 2023). Penelitian tambahan di Desa Pesanggrahan 

menunjukkan rendahnya penetrasi aplikasi digital di tingkat masyarakat desa (Rahman, 

2023). 

Kondisi serupa juga ditemukan di daerah lain di Indonesia. Di Surabaya, integrasi 

data lintas OPD menjadi tantangan utama dalam implementasi layanan digital (Rahmawati, 

2020). Program Smart Kampung di Banyuwangi justru memperlihatkan bahwa kolaborasi 

erat antara pemerintah desa dan masyarakat mampu menjadi kunci keberhasilan 

transformasi digital (Suryanto, 2021). Di Makassar, inovasi digital terbukti dapat 

meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, meskipun masih menghadapi keterbatasan 

sumber daya manusia (Wahyudi, 2021). Hambatan utama digitalisasi di banyak daerah juga 

terletak pada keterbatasan anggaran dan kompetensi aparatur, yang membatasi skala 

implementasi inovasi layanan publik (Priyono, 2021). 

Transformasi digital dalam sektor publik tidak hanya dipahami sebagai adopsi 

teknologi, melainkan juga sebagai proses mendasar yang melibatkan perubahan struktur 

birokrasi dan budaya organisasi (Mergel et al., 2019). Digitalisasi dipandang sebagai 

instrumen untuk mendesain ulang tata kelola pemerintahan agar lebih terbuka, efisien, dan 

berorientasi pada kepentingan warga negara (OECD, 2020). Paradigma New Public Service 

mempertegas pentingnya menempatkan warga sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan 

layanan publik digital (Denhardt & Denhardt, 2015). Sejalan dengan itu, transformasi digital 

dalam pelayanan publik perlu diiringi perombakan struktur birokrasi agar proses pelayanan 

menjadi lebih responsif dan transparan (Sofianto, 2019). Digitalisasi juga mensyaratkan 

adanya adaptasi budaya organisasi sehingga aparatur tidak sekadar mengoperasikan sistem 

teknologi, tetapi bertransformasi menjadi pelayan kolaboratif yang menghargai aspirasi 

warga (Marfu’ah et al., 2024). Lebih jauh, penerapan teknologi cerdas seperti kecerdasan 

buatan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi dalam 

pengambilan keputusan birokrasi (Atmaja, 2024). Transformasi digital juga memperkuat 
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keterbukaan serta partisipasi warga dalam proses pengawasan terhadap kinerja 

pemerintahan. (Isma et al., 2025) Dengan demikian, paradigma pelayanan publik baru 

menegaskan bahwa warga harus diposisikan sebagai mitra aktif dalam pengembangan 

layanan digital, bukan hanya sebagai penerima layanan pasif (Wijaya & Hidayat, 2024). 

Tata kelola adaptif menekankan fleksibilitas institusional dan kapasitas pemerintahan 

untuk merespons perubahan teknologi maupun dinamika sosial secara cepat (Janssen, 2016). 

Dalam ranah sistem sosial-ekologi, konsep ini menuntut kolaborasi lintas aktor, pembelajaran 

kelembagaan berkelanjutan, dan penyebaran kewenangan agar pengambilan keputusan 

publik berlangsung secara inklusif (Karpouzoglou et al., 2016). Di Indonesia, implementasi 

tata kelola adaptif dalam pelayanan publik disabilitas menunjukkan pentingnya penguatan 

kelembagaan formal dan informal agar layanan lebih responsif dan inklusif (Ramadhan et al., 

2022). Penelitian lain menemukan bahwa penerapan adaptive governance dalam kebijakan 

sosial penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih menghadapi kendala berupa 

konflik kepentingan, ketidakjelasan distribusi kewenangan, dan rendahnya tingkat 

kepercayaan publik (Pamungkas et al., 2022). Selain itu, studi mengenai pengelolaan objek 

wisata Taman Alam Mayang di Pekanbaru mengungkap bahwa tata kelola adaptif belum 

berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antaraktor, kesadaran pemangku kepentingan, 

dan mekanisme pengawasan (Putra & Rahman, 2021). Bahkan pada konteks perguruan 

tinggi, tata kelola adaptif dipandang krusial untuk menjaga keberlanjutan organisasi 

menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang kompleks (Susanto et al., 2025). Dengan 

demikian, tata kelola adaptif bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan strategi 

institusional untuk memperkuat daya tahan organisasi publik menghadapi kompleksitas 

perubahan. 

Tata kelola responsif berfokus pada kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam 

merespons aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat (Bourgon, 2007). Prinsip 

responsivitas dianggap sebagai karakteristik penting bagi administrasi publik modern yang 

akuntabel dan dipercaya publik (United Nations, 2015). Penelitian tentang responsivitas dinas 
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pekerjaan umum di Surakarta mendapati bahwa penanganan keluhan masyarakat terkait 

penerangan jalan umum harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan waktu respons 

yang terukur (Ainy, 2021). Selain itu, penelitian kasus responsivitas pelayanan publik di 

Kantor Camat Satui, Kabupaten Tanah Bumbu mengungkap bahwa kedisiplinan pegawai 

dan manajemen pengaduan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan responsivitas 

(Fatimah et al., 2025). Dengan demikian, tata kelola responsif dipahami tidak hanya sebagai 

kecepatan reaksi, melainkan sebagai kapasitas institusional untuk mempertahankan 

kepekaan terhadap aspirasi masyarakat secara sistemik dan berkesinambungan. 

Kombinasi tata kelola adaptif dan responsif memungkinkan transformasi digital 

diposisikan bukan hanya sebagai modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen untuk 

memperkuat partisipasi warga dan meningkatkan legitimasi pemerintah (Islam et al., 2025). 

Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan sangat 

bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, perubahan budaya organisasi, serta 

keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan tata kelola adaptif, institusi memiliki 

fleksibilitas struktural dan prosedural untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan 

dinamis; dengan responsivitas, institusi menjaga kepekaan terhadap aspirasi warga dengan 

tindakan yang cepat dan tepat. Dalam kasus Kabupaten Jember, digitalisasi tata kelola 

pemerintahan terbukti mendukung efisiensi administratif, memperkuat partisipasi publik, 

dan memperkuat pengawasan kebijakan sebagai wujud tata kelola adaptif-responsif (Utami, 

2025). Dengan demikian, perpaduan tata kelola adaptif dan responsif dalam digitalisasi 

pemerintahan menjadi kerangka konseptual yang memungkinkan pemerintahan tidak hanya 

efektif secara operasional, tetapi turut membangun kepercayaan, keterlibatan warga, dan 

daya tahan kelembagaan di tengah kompleksitas perubahan. 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian empiris di Kota Batu masih 

terfragmentasi, baik pada level aplikasi maupun institusi, dan belum banyak yang 

menghubungkan implementasi transformasi digital dengan konsep tata kelola adaptif dan 

responsif. Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada kontribusinya dalam mengisi 

kesenjangan kajian terkait implementasi transformasi digital pada level pemerintahan 
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daerah. Artikel ini secara khusus menawarkan analisis mengenai bagaimana transformasi 

digital di Kota Batu berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan 

responsif, suatu aspek yang belum banyak disentuh dalam penelitian terdahulu. 

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu: (1) 

implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik di Kota Batu, serta (2) kontribusi 

penerapan transformasi digital terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif 

dan responsif. Sejalan dengan itu, tujuan kajian adalah untuk mendeskripsikan kondisi aktual 

transformasi digital di Kota Batu sekaligus menganalisis perannya dalam memperkuat 

prinsip adaptivitas dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

 

Metode Penelitian  

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami 

secara mendalam proses implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik di Kota 

Batu. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial dan 

mengaitkannya dengan kerangka tata kelola adaptif dan responsif. Data penelitian diperoleh 

dari dua sumber. Pertama, sumber primer berupa dokumen kebijakan dan laporan resmi 

Pemerintah Kota Batu, seperti RPJMD, laporan SPBE, dokumen Dinas Kominfo, data 

BKPSDM, serta aplikasi digital yang digunakan (Lapor Batu, SIPD, dan e-Puskesmas). Kedua, 

sumber sekunder berupa penelitian terdahulu, publikasi ilmiah nasional maupun 

internasional, serta laporan lembaga survei seperti APJII dan Kementerian PANRB. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. 

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh kerangka teoritis mengenai transformasi digital, 

pelayanan publik digital, dan tata kelola adaptif-responsif. Analisis dokumen dilakukan 

dengan menelaah secara sistematis dokumen kebijakan dan laporan kinerja terkait 

implementasi SPBE di Kota Batu. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content 

analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Informasi yang relevan 
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dikelompokkan ke dalam tema utama, yaitu transformasi digital, pelayanan publik digital, 

tata kelola adaptif, dan tata kelola responsif, kemudian ditafsirkan sesuai kerangka teori. 

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan cara 

membandingkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan 

laporan survei nasional. Dengan metode ini, hasil kajian diharapkan memiliki validitas yang 

tinggi serta mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual 

transformasi digital di Kota Batu dan kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan 

adaptif dan responsif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Implementasi Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik di Kota Batu 

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi terkait, 

dapat diidentifikasi bahwa implementasi transformasi digital di Kota Batu dilakukan melalui 

beberapa program utama. Pertama, pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti Lapor 

Batu, Among Batu, e-Puskesmas, dan Batu Among Tani Teknologi (BATT). Aplikasi tersebut 

ditujukan untuk memberikan akses layanan pengaduan, perizinan, kesehatan, dan informasi 

publik secara daring. Kedua, upaya integrasi pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) 

Digital yang diluncurkan pada September 2024, yang menyediakan 8 layanan administrasi 

kependudukan dan 28 layanan izin tenaga kesehatan (Malangvoice, 2024). Ketiga, perluasan 

transformasi digital ke sektor pendidikan dan budaya melalui kolaborasi dengan Google 

Indonesia serta penerapan sistem manajemen perpustakaan digital (Perpustakaan Kota Batu, 

2025; Pikiran Rakyat Malang Raya, 2024). 
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Tabel 1 berikut merangkum inovasi digital Kota Batu yang relevan dengan pelayanan 

publik: 

Bidang Inovasi Utama Fitur Layanan Keterangan 

Pengaduan Lapor Batu Kanal Aduan 

Masyarakat 

Belum optimal 

karena keterbatasan 

respon tindak lanjut 

(Mutakin, 2024) 

Perizinan Among Batu 

(MPP Digital) 

8 Layanan 

adminduk, 28 layanan 

izin tenaga Kesehatan 

Aplikasi baru, 

masih tahap awal 

implementasi 

(Malangvoice, 2024) 

Kesehatan e-Puskesmas Pendaftaran 

pasien, reka medis 

sederhana 

Kendala 

infrastruktur internet 

di desa-desa (Rahman, 

2023) 

Smart City Batu Among Tani 

Teknologi (BATT) 

Dara pertanian, 

perizinan, pajak, 

informasi, pariwisata 

Belum memenuhi 

ekspektasi Masyarakat 

(Rahmawati & 

Rahayu, 2021) 

Pendidikan Digitalisasi 

sekolah & belajar.id 

Aktivasi akun 

belajar. Id 56,05%; 

sertifikasi guru GCE 

Kolaborasi 

dengan Google 

Indonesia (Pikiran 

Rakyat Malang Raya, 

2024) 

Budaya Perpustakaan 

Kota BatuDigital 

Reservasi buku, 

perpanjangan pinjam 

online 

Mulai 

diimplementasikan 

2025 (Perpustakaan 

Kota Batu, 2025) 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025 

 

Tabel menunjukkan bahwa inovasi digital di Kota Batu relatif merata pada berbagai 

sektor. Bidang perizinan melalui aplikasi Among Batu dan pengembangan smart city melalui 

BATT menempati posisi dominan karena mencakup layanan administrasi dan sektor 

pertanian, pajak, serta pariwisata. Kedua aplikasi ini menjadi pondasi penting dalam upaya 

digitalisasi layanan publik di tingkat kota. 

Sementara itu, sektor budaya dan pendidikan baru mulai mengadopsi layanan digital 

pada tahap awal. Digitalisasi perpustakaan dan penerapan akun belajar.id bersama Google 

Indonesia masih dalam proses pengembangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun 
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Kota Batu telah menginisiasi berbagai inovasi digital, tingkat efektivitasnya masih beragam 

dan memerlukan penguatan integrasi sistem serta perluasan akses masyarakat. 

 

Tantangan dan Hambatan Implementasi 

Tantangan pertama adalah keterbatasan infrastruktur TIK. Meskipun Kota Batu 

termasuk daerah perkotaan dengan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, masih 

terdapat desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet stabil. Hal ini menyebabkan 

layanan digital, terutama e-Puskesmas dan aplikasi perizinan daring, tidak dapat digunakan 

secara optimal oleh warga pedesaan. Sebagian masyarakat masih harus datang langsung ke 

kantor kelurahan atau dinas untuk mengurus layanan publik, sehingga tujuan digitalisasi 

untuk memangkas birokrasi belum sepenuhnya tercapai. Hambatan serupa ditemukan oleh 

(Wahyudi, 2021) di Makassar, di mana pelayanan kesehatan digital terkendala karena 

keterbatasan jaringan dan perangkat di tingkat lokal. 

Tantangan kedua berkaitan dengan literasi digital masyarakat. Aplikasi seperti 

Among Warga dan Lapor Batu sebenarnya dirancang untuk mendorong partisipasi aktif 

warga dalam menyampaikan aspirasi. Namun, tingkat penggunaannya rendah karena 

sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan aplikasi digital dalam mengakses layanan 

publik. Sosialisasi yang masih terbatas juga memperkuat kesenjangan digital tersebut. 

Kondisi ini serupa dengan temuan (Suryanto, 2021)di Banyuwangi, bahwa keberhasilan 

Smart Kampung ditentukan oleh kolaborasi dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Tanpa 

partisipasi warga, inovasi digital berisiko hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. 

Tantangan ketiga adalah integrasi sistem antar-OPD. Saat ini, aplikasi-aplikasi di Kota 

Batu masih berjalan secara sektoral dan belum saling terhubung. Sebagai contoh, data 

administrasi kependudukan yang ada di Among Batu belum sepenuhnya terintegrasi dengan 

data di BKPSDM atau Dinas Kesehatan. Akibatnya, terjadi redundansi data dan duplikasi 

proses. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati, 2020) di Surabaya yang menekankan 

pentingnya integrasi lintas instansi untuk menghindari tumpang tindih layanan. Tanpa 

integrasi, potensi digitalisasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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Tantangan terakhir adalah kapasitas SDM dan keterbatasan anggaran. Beberapa 

aparatur di Kota Batu masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem baru. Selain 

itu, anggaran untuk pengembangan teknologi sering kali terbatas, sehingga pembaruan 

aplikasi dan pemeliharaan infrastruktur tidak berjalan optimal. (Priyono, 2021) dalam 

kajiannya menegaskan bahwa hambatan terbesar digitalisasi di daerah justru terletak pada 

keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan demikian, meskipun Kota Batu 

telah memulai berbagai inovasi, tantangan mendasar ini masih menjadi pekerjaan rumah 

yang perlu segera diatasi. 

 

Kontribusi terhadap Tata Kelola Adaptif 

Implementasi transformasi digital di Kota Batu mencerminkan adanya kapasitas 

adaptasi pemerintah daerah dalam merespons perubahan teknologi dan kebutuhan 

masyarakat. Kehadiran Among Batu sebagai MPP Digital adalah wujud adaptasi terhadap 

regulasi SPBE dan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih cepat dan transparan. 

Selain itu, kolaborasi dengan Google Indonesia dalam sektor pendidikan menunjukkan 

bahwa Kota Batu mencoba mengembangkan ekosistem digital dengan melibatkan mitra 

eksternal, sebuah langkah yang menandai adaptivitas birokrasi lokal. 

Namun, tingkat adaptasi ini masih terbatas. Berdasarkan dokumen SPBE  Kota Batu, 

nilai indeks SPBE masih berada pada kategori “cukup baik” dengan skor 2,75 pada 2023. Skor 

ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat ruang besar untuk 

perbaikan, terutama dalam aspek integrasi data dan pemanfaatan big data untuk 

pengambilan keputusan. (Kettl, 2015) menegaskan bahwa adaptivitas birokrasi menuntut 

adanya proses pembelajaran berkelanjutan serta fleksibilitas dalam mengubah kebijakan 

sesuai konteks lingkungan. Dalam hal ini, Batu masih berada pada tahap adaptasi awal. 

Selain itu, inovasi seperti e-Puskesmas memperlihatkan potensi adaptivitas dalam 

sektor kesehatan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring dan mengurangi antrean di 

fasilitas kesehatan. Akan tetapi, keterbatasan infrastruktur di tingkat desa menyebabkan 
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layanan ini belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan adaptivitas antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Jika adaptasi hanya terjadi 

pada level perkotaan, maka digitalisasi berpotensi memperdalam ketidaksetaraan akses. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi transformasi digital terhadap 

tata kelola adaptif di Kota Batu sudah terlihat dalam bentuk inovasi layanan dan kolaborasi 

lintas sektor, tetapi masih menghadapi tantangan struktural. Pemerintah daerah perlu 

memperkuat kapasitas belajar organisasi, meningkatkan interoperabilitas sistem, dan 

memperluas jangkauan infrastruktur agar adaptivitas digital benar-benar berdampak pada 

seluruh lapisan masyarakat. 

 

Kontribusi terhadap Tata Kelola Responsif  

Transformasi digital di Kota Batu juga memberikan kontribusi terhadap responsivitas 

layanan publik. Aplikasi Lapor Batu memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan 

atau aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Begitu pula, Among Batu menyediakan 

kanal aduan dan pelacakan status layanan yang mempermudah warga dalam memantau 

tindak lanjut aduan mereka. Kehadiran mekanisme digital ini mencerminkan keseriusan 

pemerintah untuk membuka kanal komunikasi yang lebih cepat dan transparan. 

Namun, berdasarkan laporan tahunan Dinas Kominfo, tingkat penyelesaian aduan 

masyarakat masih rendah. Dari 1.200 aduan yang masuk pada tahun 2023, hanya sekitar 65% 

yang ditindaklanjuti dengan solusi konkret. Rendahnya tingkat respons ini menunjukkan 

bahwa meskipun kanal digital tersedia, kecepatan dan kualitas respon pemerintah masih 

belum sesuai harapan masyarakat. (Dwiyanto, 2018) menekankan bahwa responsivitas 

pemerintah tidak hanya dilihat dari kecepatan tanggapan, tetapi juga dari relevansi dan 

keberlanjutan solusi yang diberikan. 

Selain itu, responsivitas juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam 

menyesuaikan kebijakan terhadap kebutuhan warga. Misalnya, saat pandemi COVID-19, 

pemerintah Kota Batu menggunakan platform digital untuk memberikan informasi 

kesehatan dan vaksinasi. Namun, mekanisme komunikasi ini tidak berlangsung konsisten 
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setelah pandemi mereda. Hal ini memperlihatkan bahwa responsivitas pemerintah 

cenderung reaktif, bukan proaktif. Padahal, dalam kerangka tata kelola responsif, yang 

dibutuhkan adalah mekanisme jangka panjang yang terus berfungsi meskipun krisis telah 

berlalu. 

Dengan demikian, kontribusi transformasi digital di Kota Batu terhadap tata kelola 

responsif masih terbatas pada aspek penyediaan kanal komunikasi digital. Agar responsivitas 

meningkat, diperlukan konsistensi tindak lanjut, penguatan koordinasi antar-OPD, dan 

peningkatan kualitas SDM yang mengelola sistem digital. Tanpa hal ini, responsivitas 

layanan digital akan berhenti pada level formalitas tanpa menghasilkan kepercayaan publik 

yang lebih tinggi. 

Jika dibandingkan dengan daerah lain, posisi Kota Batu dalam transformasi digital 

masih berada pada tahap transisi. Surabaya, misalnya, berhasil membangun Surabaya Single 

Window sebagai sistem integrasi perizinan yang mampu memotong waktu layanan secara 

signifikan (Rahmawati, 2020). Banyuwangi dengan program Smart Kampung menunjukkan 

bahwa kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat dapat memperluas jangkauan 

digitalisasi hingga ke tingkat akar rumput (Suryanto, 2021). Sementara itu, Makassar melalui 

digitalisasi kesehatan berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan meskipun terkendala 

infrastruktur (Wahyudi, 2021). 

Berbeda dengan daerah-daerah tersebut, Kota Batu menghadirkan inovasi digital 

yang cukup beragam, tetapi sebagian besar masih berjalan secara sektoral. Aplikasi seperti 

Among Batu dan BATT belum terintegrasi secara penuh, sehingga masyarakat masih harus 

menggunakan beberapa platform untuk mengakses layanan berbeda. Hal ini menunjukkan 

adanya gap antara inovasi digital yang tersedia dengan pengalaman pengguna (user 

experience) yang diharapkan. 

Dari sisi teori, temuan ini sejalan dengan konsep Digital Era Governance (Dunleavy et 

al., 2006) yang menyebutkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh 

penyediaan aplikasi, tetapi juga oleh restrukturisasi proses birokrasi dan keterlibatan 
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masyarakat. Dengan demikian, kebaruan kajian ini terletak pada analisis kontribusi 

transformasi digital Kota Batu dalam konteks tata kelola adaptif dan responsif, yang masih 

jarang dibahas dalam penelitian terdahulu. 

 

Kesimpulan 

Kajian ini menegaskan bahwa transformasi digital di Kota Batu telah berkontribusi 

pada peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek adaptivitas dan 

responsivitas. Implementasi aplikasi seperti Among Batu, Lapor Batu, e-Puskesmas, dan 

BATT memperlihatkan adanya upaya pemerintah daerah untuk berinovasi serta 

menyediakan kanal layanan yang lebih terbuka. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh 

keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, kapasitas aparatur, serta lemahnya 

integrasi sistem antar-OPD. Dengan demikian, transformasi digital di Kota Batu berada pada 

tahap transisi: telah mampu membangun fondasi awal tata kelola yang adaptif dan responsif, 

tetapi belum mencapai tingkat optimal yang mampu menjawab kompleksitas kebutuhan 

masyarakat secara menyeluruh. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. 

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi sistem dan interoperabilitas data 

lintas OPD agar layanan publik digital dapat berjalan secara terpadu. Kedua, perlu dilakukan 

program peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan intensif di bidang literasi digital 

dan manajemen data agar kualitas pelayanan lebih responsif. Ketiga, penguatan literasi 

digital masyarakat harus menjadi agenda prioritas, misalnya melalui kampanye, 

pendampingan komunitas, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan maupun sektor 

swasta. Keempat, diperlukan roadmap digitalisasi daerah yang lebih jelas, termasuk strategi 

pendanaan dan keberlanjutan inovasi agar program digital tidak berhenti pada tahap 

implementasi awal. 
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Dari sisi akademis, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai 

dampak transformasi digital terhadap partisipasi warga dan kualitas demokrasi lokal. 

Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan dengan pendekatan komparatif antar-

daerah, sehingga diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang 

menentukan keberhasilan tata kelola adaptif dan responsif berbasis digital di pemerintahan 

daerah. 
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